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Linds fany Nomor § Talun 1974 tent Pohok-pokok Kepesawaian
{Lembaran Nepara Tahun 1474 Nomor 33, |embaran Negara Nomor 3041}
sebagaimana telah dwhal dengan Undang-undurg Nomor 43 Tahun 1999
(Lembaran Negara Tahun 1999 Nomer 16%, “Tambahan Lembaran Nomor
EECTITS

Undang-undang Nomor 14 Tahun 199 wentang Pembentukin Kabupitcen
Aceh Singhil (Lembaran Negara Fabun 199 Normor ¥, Tumbahan
Lembxaran Negara Numor 38275,

Undang-undang Numor 22 Tahun 199 waung Pomenniahan Dacrah
(Lembitran Negara Tahun 1999 Nomor 60, Tumbaban |embaran Negar
Momor 3539,

Undang-undang  Nomor 4 Tahua 1999 teatung  Pehyelengiarain
Keistimewaan Provinsi Daerah Istimswa Aceh {Lembaran Megar ‘Tahun
1999 Nomeor | 72, Tumbahan Lembaran Negar Nomor 38930,
Undang-unding Nomor 18 Tahun 2001 lentang Olonomi Kohusws bt
Frovinst Dieeeh Istimewa Acch sebagai Provimi Nangyproe Acch Darussalam
{Lembaran Meparn Tahun 2001 Nomos |14 Tambahan Lembaran Negra
Momor 4 154
Undung-undang Nomeor 25
tath Pusine dan
an N

e




T Umsmngundang Nomer 18 Tabun 2001 tentang Oonomi Khuses bagi
PFrowanss Daerah Istimewa Acch sebag) Proving Nanggroe Acch Darussalam
(Lembaran Negara Tabun 2001 Nomor 114, Tambahan | cmbaran Negara
MNomor 4134

& Somuman Pemenntah Nomor 22 Tahun 1990 tentang Penyerahan schagian
Umsan Pemerinfahan dalam bidang Lalu Lintas dan Angkitan Julan kepada
Becrah TR [ dan TK il:

& Permturan Pemermtah Momor d3 Talun 1993 ontang. Prasarana dan Lalu
Lemixs

W8 Pesaturan Pemncrntah Nomor 20 Tahun 1997 tentang Retnbasi Dieraly,

1 Kepatusan Menter Dalam Negeri Nomor 43 Tahun 1980 tenfang  Peduiman
Pengciolsan Perparkimn di Dacrah,

£2 Keputusan Menteri Dabam Neper Nosor 23 Tahan 1986 tentang ketenluan
U mengenat Peayidik Pegawal Negen Sipil i lingkungan Pemerintah
daerah jo Keputusan Mesten Dolam Megert Nomor 4 Tahun 1997 lentang
Pemvidik Pegawai Neper Sipil i Lingkungan Pemenntahan Dacraly,

15 Reputusan Menter-Persuhungsin Nosor KM 66 tihun 1983 tentang Fasilitas
Fendukung Kegtatan Ll Lintas dan Anpketan Jalan;

4. Key Menteri Perbubungan Nomor KM 66 Tahun 1993 wning
Fasalias Parkar untuk Umum;

15 Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomar 174 Taban 1997 Tentang Pedoman
ata Cara Pemunguian Restmbusi Daerai

& Keputusan Memen Dalam Nepen Nomor 175 Fahun 1997 Fentang
Pedoman Tata Cara Pemeriksaan 13 Bidang Retribusi Daerah

Dengan Persetujuan
AN PERWAKILAN RARKYAT DAERAN KABUPATEN ACEH SINGKIIL

MEMUTUSKAN

: QANUN  KABUPATEN ACEN SINGRIL TENTANG
TEMPAT KHUSUS PARKIR KABLP,

RETRIBL S
ATEN ACEN SINGRIL,

BAERT
KETENTUAN UMUM
Pasal 1
[Fatam Cranun im yang dimaksud dengan

a  Dacrah adaluh Kabupaten Acch Singkil:

b Pemerinlah Daerah adalah Kepala [aorah beserta Peranphat Doeroh
otonem lun schagai | Skschutit Dacrah;

¢ Kepala Daerah aduluh Bupati Aceh Singhil

4 Dewan Perwakilan Rakvat Daceah adalab Dewan Peswakilan Rakyat

Dacrah Kabupaten Aceh Singki!

e Pejabat adalah Pegawai yang di berl tuges lerlenty oi bidamg retribus
Dacrah sesuai  dengan ertumn Perundanp-undangan Dacrab ying
berlaku,
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Badan adalah suatu bentuk budan usaha yung meliputi  perseroan
komanditer, perseroon fannya, Badan Usaha Milik Negars atiu Dacrah
dengan bentuk apapun,  persckuluan, perkumpulan, firma, hongsi,
koperisi. vayvasm, alol organisasi yang scpems, lembaga, dana pensiun,
bentuk usaha letap serta bentuk badan usaha kunnya;

Parkir adalah keadaan tidak bergerak suaty kendersan bermotor yang
bersilat sementara,

. Tempal Khusus Parkir adaluh tempat yang secara khusus di sediakan dun

atau di keloki oleh Pemerintah Dacrah yang melipuli pelataran |/
lingkungan parkir, taman patkir dan pedung parkic:

Kendaraan hermotor adalah kendaraan yang digerabkon oleh peralatun
tehnik vany berada pada kendaraan itu termakhsud kendaraan pandengan
atau kereta tempelan yang di ranghaikan dengar kendersan bermoltor,
Retribust Jasa Usaha adalab retribust ot jasa vang di sediakan olch
pemerintah dacrah dengan menganul prinsip-prinsip komersial karena
pada dasarnya dapal pula disediakan oleh sekior swasts

Retribust lempat Khysus Parkic yang sclonjutnys discbul retribusi adalah
pembayaran atas pelayanan penyediaan lempat parkie yang khusus di
sediakan, dimiliki dan atau dikelola oleh Pemerintah Dacrab dan Prhak
swasta;
Wajib retribust adalah orang prbadi atau badan vang menurut peraturan
perundung-undangan retnbust divapibhan untuk melahukan: pembayaran
relribusi,

. Masa Retribusi adaluh suatu jangka waktu tertentu yang merupakan batas
waktu bags wajib retribust untuk memanfaatkan tempal khusus parkir,

. Surat Pendaftaran objek Retribust Daerah, yang selanjulnya dapat di

singhat SPDORD ndalah surat vang digunakan oleh waib retribust untuk
melaporkan  objek  retribusi  dan wapb  retnbusi sebapar  dasar
penghitungan dan pembay retribusi vany terotang menurul Peraturan
Perundang-undangan Retrbusi Dacrah:

Surat Ketetapan Retribusi Daerah, vang sclamjuinyg dapal di simgkat
SKRID, adalah surat Keputusan vang meneniukan besarnya jumibah
Ketnbusi yang terutang:

Surat Keictapan  Retribusi Dacrah Kurang  Bayar Tambahan, vang
selunjutnya dapat di singkat SKRDKBT, adalah surut keputusan vang
menentukan timbaban atas jumlah relrbus: van telah ditetapkan;

Surat Ketetapan Retribusi Dacrah Lebih Bavar, yang selanjutnya dapat
disingkat SKRDBL adalah surat heputusan yang mencntekan jumiah
kelebihan pembuyaran retribust karepa jumlah kredit lebib besar dan
prada retribuss vang teratany ataw tiduk scharisnya lerutang,

Surat Tagihan Retribust Dacrah, yany selanjutnva dapat disinghar STRD,
adalal surmt untuk  melakukan lagihan Retrbusi don atin sanksi
administrast berupa bunga dan atau denda,

Surat Keputuson  Keberatan adalah surmt keputusan atas. keberatan
terhadap SKRD atmy  dokumen  lain yang  dipersamakan,
SKRDKBTdan SKRDLE yang diajukan oleh Wajib Retribusi;

Pemenksaan adalah serangkaian kegiatan untuk mencan, mengumpulkan
dan menpelola daty cbn ataw ketermgmn lwiomya dalom mngla




Pengawasan  heputusan  pemenuhan  kewajiban  Reribusi  Dacrah
burdasirkan Peraturan Perundang-undangan Retribusi Dacrah,
i, Penyidikan Tindak Pidana di bidang Retribusi Dacrah adulah serangkaan
lindakan yang dilakukan oleh Penvidik Pegawai Negeri Sl yang
selanjutnya di schut Penvidik, untuk mencan serta mengumpulkan buki
i denpan bukt itu membunt terang tindak pidana di bidang Retribusi
Dacrah yang terjadi serta mencmukin wersangkanya;

BAB LI
NAMA , OBJEK DAN SUBIEK RETRIBUSI
Pasal 2

Dengan numa Retribuse Tempat Khusus Packir dipungut retribusi sebagai
pembayaran atas pelayanan penyediain lempat tempat parkic vang seeara
Khusus disediakan oleh Pemenmnah Dacrah

Pasal 3
(1) Objek Relribusi adalah pelavanan penyedian tempat kbhusus parkic
yang meliputi |
a. Pelotaran/lingkunyan Parkir,
b, Taman Parkir;
. Ciedung Parkir
(2] Tidak termasuk objek rewibusi adalah tempat khusus parkic vang

dimiliki dan atau dikelalo oleh perusahaan dacrah dn pibak swosia

Pasal 4

Subjek Retribusi adiclah orang prbadi atau badan vang memanfatkan lempat
hhess parkir
BAB 111
GOLONGAN RETRIBUSI
Pusal 5
Retribust tempal khusas Pagkir digolonghan sehagai Retribus Jusa Usaha,

BAB IV
CARAMENGUKUR TINGKAT PENGGUNAAN JASA

Pasal 6

Tingkat Penggunaan jasa diukur berdasarkan frehuenst dan fangka witkty
pengpunaan tempat khisus parkir



BAL Y

PRINSIP DAN SASARAN DALAM PENETAPAN
STRUKTUR DAN BESARNYA TARIE

Pasal 7

Prinsip dan sasaran dalam penetapan struktor dan besarnys el retribusi
diddsnrkan pada wuan untuk  memperalel keantungan vang layak
schagaimana keuntungan yang: pantas diterima oleh pengusaha sejens yang
beroperasi secarn elisien din betorienlas) pada harea pasar.

th

2)

(3)

4]

(%)

BAB VI
STRUKTUR DAN BESARNY A TARIK

Pasal 8
Tanil Retribusi digolongkan berdasarkun jenis tempat parkic vang
disediakan dan jenis kendaraan bermotor,

Besarnya tanf ditetapkan berdasarkan tanf pasar yang berlaku di
wilayah Daerah,

Dalam hal tanil” pasar yang berlaku suln di enukan, maka il di

Aetapkan sebagai jumlah pembavaran per satuan unit pelayanan/jasa,

yang merupakan jumlah unsur-unsur lanl yang melipul{ -

. Unsur biava persatuan penyediaan jasa;

b, Unsur keuntungan yang di kehendaki persaluan jusa,

By sebagaimana dimaksud pada ayal (3) hurafa meliputi -

4. biava operasional langsung yang meliputi biaya belanja pegawai
lermasuk  pepawal lidak  tetap, belana barang, belanja
pemelibaraan, sewa tanah dan bangunan, biaya listrik, din semua
buaya rutiniperiodik lainmya yang berhaitan langsung dengan
penyedin josa;

b, biaya tidak fangsung, yang meliput biava administrasi umum, dan
biaya luinnya yang mendukung penvediaan jasa;

¢ biaya modal, vang berkaitan dengan tersediznva akliva tetap dan
aktiva lainnya yang bedangka menengh dan panjong, yang
meliputi angsuran dan bunga pinjaman, nilai sewa wnah dan
bangunan, dan penvusutan assel,

d. biaya — biays lainnya yang berhubungan dengan penyediaan jasa

Keuntungan schagaimana di maksud pad ayat (3) hurul® b ditctapkan

dalam persentase tertentu dart total hiava schagaimana di maksud pada

avat (4 ) dan dari modal

Struktur dan besarnya taril sebagaimana di maksud pada ayat (1), (2)

dan (3) ditetapkan sebaww berikut



E-_Juni;_’['ulu{uli Parkie | Jenis Kendaraan Tanf
l | Bermotor
Pelataran linghungn ! Sedanjeep. mim biis I |
| [ichup dan sepenis Ky 20, sekali parkar
i Bus druk, dan ala
esar laimnva Ry 3000, schal mlklr|
| Sepedi matar | Rp LU ¢ sekali parkir
Taman | Sedan jeepmin bus |
| Pickup dan scjents Rp 3000, /sckaki parkir
Bus, truk. din alal
| | Tesar lainmya Rp 5000,/ sekall parkie
- = Supedu meur CRp 1S sukali parkir _|
arkir Tept Jalan i Sedan, jeep, mam bus |
! pickup din sejems Wy 1300, sekali parkar |
s, truk, dainalal
| besar lainnys Rp 2000, sichaly parkir |
| sepeda mator Rp 500, sehali parkie |
i L
BAL VI
WILAYAI PEMUNGUETAN
Pasil 9

Retribust tenteng dipungat diwilayah daerah empat pelavanan  parkie
diberikan.
BAL VI
MASA RETRIBUSI DAN SAAT RETRIBUSI TERUTANG
Pasal 10

Masa Retrbusi tempat khusus parkic digedung adalah anghi wakly lamanya
2 (dua) jam atau ditetaphan leinnya oleh Kepila et

Pasal 11

Sl relribust  terhulany adalah padd saat ditetaphannve SKRE atau
dokumen lain yang dipeesamakin,
BABRIN
SURAT PENDAFTARAN

Pasal 12

(1) Wajibs Retribusi wajib mengist SPIORL,

(21 SPAORD schagmimana dimahsid pady dvat (1) harus difsi dengan jelias,
berar dan  lenghap serty dianda tangani oleh Wi Retnbuss alag
kisxsanya



(3) Bertub, 1si, serfa ol cara  pongisian dan pemyampaman  SPIORD
schagaimana dimaksud pada ayal | 1) ditgiapkan oleh Kepala Dacrak.

BAR X
PENETAPAN RETRIKLSI
Pasal 13

(1) Berdasarkan SPEORD sebagaimana dimahsud pada pasal 12 ayat (1)
diietapkan  retnbusi terhutang  dengan mencrbithan  SKRD  ataw
dokumen lain yang dipersamaban

(2) Bentuk, s, dan taw carn penerbitan SKRE aliuu dokumen lun  yang
dipe akan sebagaimana dimaksud poda ayal 1) ditctapkan oleh
Kepula Dacrah

BAB X1
TATA CARA PEMUNGUTAN
Pasal 14
(1) Pemungutan retribust tidak dapat diboronghan,

(2} Retribusi i punuut dengan mengeunakan SRR atau dokumen lain
vitng dipersamakan,

BARXH
SANKST ADMINISTRAS]
Pasal 15

Dadam hal wipih revibusi Gk membayar tepat pada wakiunys atau Kuring
membayar , di kenakan sanksi administrasi berupa bunga scbesar 2 % (i
persen) setiap bulan dari retribusi yang terutang ata hurang di buyar doi di
tagih dengan menggunakan STRD

BAB X1
TATA CARA PEMBAYARAN
Pasal 16

(1) Pembayaran Retribusi yang terutang harus de lunast sekaligus di muka

(2) Untuk retribusi yany terufang bedasarkan juneha waktu pemakaian,
pembayaran relribusi di lakukan setelah beraklimya jangha wakiu
premakaian.

(3) Retribusi yang terutang di lunast pada suat di terbithanny SKRD . atay
dokumen lain vang di persamahan,

(4) Tata cars pembavaran, penyetoran, lempat pembayaran retribust di atur
dengan Kepatusan Kepala Daerah,
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BAD XIV
TATA CARA PENAGIHIAN
Pasal 17

Teteibusi terutany  herdasarkan SKRD amu dokumen lain yang
dipersamithan, SRROKBT, STRID dan surat kepuiusin keberatan vang
menychabkan gumluh retribast yang hans dibayar herambah, yang
Jidak atau hurang dibuyar vlch wajily retribusi dupat ditag melubut
{adan Urusan Pruiang dan Leking Miegari { BLIPLN)

penapiban  retribusi melatin BUPLN ditaksunakan  honbasirkan
[repaturas erundang-undangn yang herlaku
BALXY
KEBERATAN
Pasal 18

wujib Retribust dapat mengajukan heberatan Ty hepads Kepala
Daerah atau pejulat yam. dilnjuk ais SERD atau dobumun ain yusg
dipersamihan, SKROKET dun SKRDLR.

Keheratan dinjukan secara tertulis dalant bahasa  Indonesia dengan
disertar denpar alasan vang jelas

Dalam hal wajib Retribusi mengajukan keberatan atas keletiapan
Retribusi, Wajih Retnibust harus dapat mombuhkihan kelidakbenatan
ketetapan Retritus) leescbut

Keberstan harus digfukan dalam jangha wakia paling Tama 2 (dua)
bulan seak tangl SKRD atau dokumen lain yang dipersamukan,
SKRODKBT dany SKROLL diterbithan, hecual Wagih Retribush Lerteatu
dapat menupjukkan buhwa janghs wiktu ity tdkak dapal dipenubl
arena keidaan dijuar kekpasaanm 3.

Recheraten vang tidak 1 sy bl Tmanksud
pada ayat (2 dun {33 tidak diangpap scbagn suti Keberatan, sehingga
udek dipertimbungkan

Pengajuon kebermtun tidak menundi hevenjihan memhayar Reteihusi
Pasal 19

Kepala [Jaerah dalam jangha wakiu paling lama & (enam) bulan sejak
lnggal surat heberatan diterima hares memben hepulusan atas
keburatan yang diajukan.

Keputusan Kepala Dacrah atas hebermtan dapal beropa mencrima

selurubinya atid sebagian, menokak, atau mensmbal besamya Retabusi
yang terutang.

l\pub_m: Jangki wakiu schagaimana dimaksed pada ayat (1) telah Tewat
dan Kepala Daerah tidak memberikan suatu kepuiusan, keheritan yang
draguban tersebut daanggap dikabulkan.



(4]

(5

(6}

(B

2)

3]

BABXVI
EMBALIAN KELEBITIAN PEMBAYARAN
Pasul 20

Aas elchihan  pembayarmn Retribusi, wajih  Retribusi  dapat
) b I pembalian kepada Kepala Dacrah
Kepala Dacrah datam jangka wahlu paling lama 6 (enum ) hulun sejuk
I s perimoy helebiban | Retribusi
sehagaimana dimaksud pada avat (1), harus memberikan keputusan
Apahila fangha wikiu sehapaimang dimaksud pada ayat (2) telah
dilampaut  din kepata Dacral Gdak memberihan suatu hepulusan,
pertohonan pengembrlian Lelebihan Retribusi diangeap dikabulkan
dan SKRDLE harus diterbithan dafam Janicha waktu paling lama |
(satu) bulan.
Apabifa Wajib  Retabusi mempunyal wiang  Retrbusi  lainnya,
kelebihan pembay Retribuss seb ana dimaksud pada ayat (1)
Jangsung diperhilunghan  uniuk 1 terlebib dahuly ulang
Retribusi tersebul .

Penpembalian  kelebilin — pembayarar Rewibus)  sehagaimana
dimaksud pada ayat (1) dilakukan dalam sangha waktu paling lama 2
(duat bulan sejak diterbitkannyi SKRDLIE

Apabila pengembatian kelebihan 1 A Retribust  dilahukan
setelah lewat jangka waktu 2 {dua) bulan, kepala Pacrab memberikan
inbalan bunga sehesar 2 %0 (dua persen) sebulan atas keterlambatan

pembayaran kelehihan Reiribust

Pusal 21

Permub T balian helebiban pembayaran reinbust digjul
seira lertubis kepada Kepala Dacrah dengan sehurang-kurangnya
menyebuthan

3 Nama dan alamat Wajib Retabusi:
. Masa Retribusi:

¢ lesurmva kelehihan pembayaran,;

d Alasan vang stnghat dan jelas,

Permohanan pengembalian  kelebibian  pembayaran  retnbusi
disampatkan secura langsung stau mielals pos tercatal

Bukti penerimazn oleh Pejabat Dacrah atau bukti pengiriman Pos
tercatal merupakan bukti saat pemohonan diterima vleh Kepala
Daerah.

Pasal 22

(1) Penpembalian kelebihan rerribusi di lakukan dengan menerbitkan sural

Penintah Membavar Kelebihan Retribusi

(2} Apabils kelebihan pembavaran retribusi di perhilunghan dengan ulang

b 1

laimmya,

di maksud dolam Pasal 20 aval (4 )




Bl o5 ‘il |

preinbayasan dilakukan  dengan G pemindabbuiuan dun  bukt
pemindahbukuin juga herlaku sebogai hukt pembayaran

BAB XV

SURANGAN, KERINGANAN DAN
PEMBEBASAN RETRIBUSI

Pasal 23

(1) Kepala Dacrab dapat meiherihan pengurangan, heringanan dan
pembchasin retribust,

(2 Pemnberi Kuringa; dan  pembebusan  retribusi
sebagaimana di muksud pada ayat {17 dengan mempertitian !
k\:mmptmn)\-whmmblm. J

(31 Taka cam pengurangan, keringanan, dan pembebasan retribusi di ;

\etapkan oleh Kepala Dacrlt

BAR XV
KADALUWARSA PENAGIHIAN
Pasal 24

(1 Hak untuk nelakukan han tetnbusi, kodal setelah
melampaut jangka wakw 3 ( gy ) nlum Ledhitung sciak saat
[crutangnyi reripast, kecuali apabila Wajib Retribust melakukan
tndak pidani di bidang reribusi

(1)  Kadal feinbust 1 i maksud Pada ayat

(1) tenangpuh apabily

i, diterbitkin surat legusin, ai
il renbes: bk langsung

b adi pengakuan wang retrbuse dan
maupun tidak langsung.

BABXIX
TUAN PIDANA |

Pasal 25

(1) Wajib Rewibusi vang udak melaksanuhan kewapibanmya schingga
merugikan keuangan dacrah dmncam pidara kurungan paling lama &
(enam) bulan atau dends paling banyak 4 (empat) kali jumiah
retnbust lertang

(21 Tindak Pidana vang dimdksud pada avat (1) adalab pelanggaran
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BAB XX
PENYIDIKAN

Pasanl 26

Pejubat Pegawai Negeri Sipil tertentu di lingRungan Pemerintah
Daerh diberi wewenang khusus sebagai Penyidik untuk melakukan
penyvidikun © lindak  Prduna dibidang pajak Doaerah dan Retnbus
Daerah sehagaimana dimaksud dalam  Undang-undang  Nomor 8
Tahun 1981 tentang Hukum Acaradidana.

Wewenany Penyidik sehagatmana dimaksud pada ayat (1) adalah:

i

menerima, mencari, mengumpulkan dan meneliti keterangan
atay laporan berkenaan deagan tindak pidana dibidany retribusi
Daersh apar keteranpan atau laporan tersehut menjadi lengkap
dan jelas;

meneliti, mencari dan mengumpulkan kelerangan mengenat
orang pribadi atay badan tentang kebenasan perbuatan yang
difakukan schubungan dengan tindak pidana retribust Dacrah;
meminta keterangan dan Sahan bukti dari orang pribadi atou
badun schubungan dengan tinduk pidana di bidang retribusi
Daerah:

memertksa buku-buky, estatan-catatan dan dokumcn - dokumen
lain berhenaan dengan tndak prdana di bidang retribuse Dacrah;

melakukan pengpeledahan untuk mendapatkan bahan buku
pembukian penctatan,  dan dokomen-dokumen  lain - serta
melakukan penyitaan terhadap bahan bukii tersebut;

meminta bantuan tenapa shle dalam ranpgka pelaksanaan tugas
penyidikan nndak pidana di bidang retnbusi Dacrah;

menyuruh berhenti dan atou melarang sescorang meningealkan
rusangan atau tempat pada saal pemeriksaan sedang berlangsung
dan memeriksa identitas orang dan atau dokumen yang dibavwa
sebagaimana dimaksod pada hurul c;

memotrel seseorang yang  berkaitan denpan tindak  pidana
retribusi Dacrah;

memanggil orang untub di denpar keterangannya dan diperiksa
schapai fersamizka atau saksi,

menghentikan penyidikan;

mefakukan  tindakan lam wang perlu univk  kelancaran
penvidikan tindak midana di bidang retnbust Dacrah menurut
hukum yang dapat dipertanggung jawabkan,

Penyidik sebagaimana  dimaksud pada ayat(l) memberitahukan
dunulainya  pemyidikan dan  memyampaikan  hasil  penyidikannya
kepada penuntul umum,sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam
Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana



BAB XN\I
KRETEXTUAN PENLTUP
Pasal 27

i helentuiii vaig tidak bertentangan
ahan tidik berlaku lag

Dengan berlakunva Clanun imi, maka ae
atau tidak gevuni dengan Oanun in dir

Puasal 28
kel belum diate dulum Qlanun ini akan ditetapkan kemudian dengan
Reputusan  Hupall  Kepals  Daerah sepanjang mengensi  ketentuan
pelak v dengan perhatikan & dan ped, yuny berlaku

Pasul 249
Canun o mulud berlaku pad tanpeal diundunghon Agar setisp o dapat
mengetahuinyag, memerintahkan pengendangan Ganun ini dengan penempatian
dalam Lembaran Dacrah Kabupaten Dacrah Kabupaten Acch Singhil

Disshkan di - Singhi
Padadangpal | 10 Junwsri 2003
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